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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagaimana tertulis didalam rumusan masalah mengenai Tugas 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan 

informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana beserta 

kendala-kendala yang dihadapi dalam memperoleh data dan informasi 

tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, maka 

kesimpulannya adalah: 

1. Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Memperoleh data 

dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, 

yaitu berupa: 

a. Membangun jejaring kerjasama dan bersinergi dengan berbagai 

pihak, terutama 3 (tiga) pilar utama pembangunan, yaitu instansi 

pemeintah, dunia usaha/swasta dan lembaga swadaya masyarakat 

peduli anak. 

b. Pengumpulan data dan informasi dengan mendasarkan pada 

pengelolaan website secara profesional, mengumpulkan data 

berdasar kluser Konvensi Hak Anak (KHA), serta perolehan data 

melalui surat kabar. 

c. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memperoleh data dan 

informasi tentang anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana 
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belum maksimal karena sebatas memproleh data melalui 5 (lima) 

surat kabar. 

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai kendala dalam 

memperoleh data dan informasi tentang anak sebagai pelaku dan 

korban tindak pidana, karena belum maksimal merealisasikan jejaring 

dengan pihak-pihak terkait. kendala yang muncul adalah sebatas 

kendala awal dalam mempublikasikan KPAI kepada mayarakat. 

 

B. Saran 

Mendasar pada kesimpulan diatas, maka penulis dengan segala 

kerendahan hati dan keterbatasannya, diakhir penulisan hukum ini ingin 

memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi para pihak, yaitu: 

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia hendaklah bekerja aktif dalam 

mencari dan mengumpulkan data dan informasi tentang anak sebagai 

pelaku dan korban tindak pidana. 

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus tegas dan disiplin dalam 

mengkoordinasi atau bekerjasama dengan jejaring yang dibangun 

dan berbagai instansi, pemerintah dan lembaga peduli anak. 

3. Pemerintah dalam hal ini yang merupakan bagian dari unsur KPAI 

hendaklah mengadakan pengawasan atau pro aktif dalam meminta 

atau mempertanyakan data dan informasi, sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, Pasal 76 huruf (b). 
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